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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 284 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA

INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

/tI

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam upaya pengembangan karier serta peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu
menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Angka
Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PERl15I1X.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
dan Angka Kreditnya;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian
Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

11. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan
Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada
Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebagai berikut :

a. melakukan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional;

b. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari
setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan oleh pejabat
fungsional;

c. mengkaji dan menilai angka kredit yang diajukan pada setiap usulan
sesuai dengan kewenangannya;

d. menyusun penetapan angka kredit yang akan ditandatangani oleh
Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat
Penetap Angka Kredit; ,It-
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e. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional yang berada
pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada
Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya. Ketua Tim
dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris
Tim Penilai.

Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum
KETIGA sebagai berikut :

a. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian
angka kredit pejabat fungsional;

b. menerima dan mencatat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit
(DUPAK) dari pejabat fungsional serta memeriksa kelengkapan
lampiran Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);

c. menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang
memenuhi syarat untuk penilaian kepada Tim Penilai;

d. menyiapkan undangan rapat. ruang rapat dan menyelenggarakan
rapat Tim Penilai;

e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam
rangka pelaksanaan penilaian;

f. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;

g. memproses Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) pejabat
fungsional yang memenuhi syarat untuk Penetapan Angka Kredit
(PAK) kepada Pejabat Penetap Angka Kredit; dan

h. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada pejabat
fungsional yang belum dapat mencapai angka kredit yang disyaratkan .
kepada pimpinan/atasan langsung yang bersangkutan.

Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
berkedudukan pada Pejabat Eselon IV yang menangani urusan
kepegawaian pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

Apabila terdapat perubahan pada Lampiran Keputusan Gubemur ini. akan
diadakan revisi dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
atas nama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan
Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan
diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah (APBO) melalui Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA)
Inspektorat Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2014

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi OKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi OKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi OKI Jakarta
6. Para Kepala Oinas Provinsi OKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi OKI Jakarta



Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 284 TAHUN 2014
Tanggal 3 Maret 2014

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)

Ketua merangkap anggota

Wakil Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Anggota

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta

Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

1. Drs. A. Dasuki, M.Si.

2. Drs. Harry Suharto, M.M.

3. Drs. Tarlen Simamora, M.M.

4. drh. Agus Herdianto, M.Si.

5. Didi Sunardi, S.H.

6. Drs. Binsar Silalahi

7. Dede Hernandi, S.Sos., M.Si.

8. Drs. Sahman H. Saragih, M.Si.

9. Mirhan Qomar, S.H.

10. Ending Wahyudin, S.Sos.




